
BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan hidup kini tidak hanya menjadi isu internal negara melainkan menjadi sebuah isu trans-boundaries (lintas batas negara). Isu lingkungan hidup yaitu kerusakan alam akibat ulah manusia (antrophogenic intervention) dirasakan dampaknya secara global. Adapun dampak kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas ekonomi manusia yang cenderung merusak ekosistem hutan yaitu perubahan iklim. Fenomena perubahan iklim biasanya lebih dikenal dengan istilah pemanasan global (global warming).

Fenomena perubahan iklim ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, terutama karbon dioksida (CO2) yang terjadi karena pembakaran bahan bakar fosil dan alih guna lahan, khususnya deforestasi hutan tropis. Fenomena dari perubahan iklim sangat merugikan bagi kehidupan manusia diantaranya dapat menganggu kondisi kesehatan, pertanian, dan kehutanan serta berbagai aspek lainnya.

Kesadaran masyarakat internasional untuk lebih memperhatikan lingkungan, telah membuat sebuah gebrakan baru dalam hubungan internasional. Perubahan iklim telah menjadi perhatian berbagai pihak baik di tingkat global, nasional, maupun lokal. Dampak yang ditimbulkan oleh fenomena ini mendorong komunitas internasional untuk mengatasi penyebabnya (mitigasi) dan mengantisipasi akibatnya (adaptasi). 
Indonesia termasuk negara yang memiliki hutan tropis ketiga terbesar di dunia, lalu mengusulkan skema untuk mengurangi laju deforestasi tersebut yaitu dengan upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) atau disingkat REDD. Skema ini mulai digulirkan pada COP
 (Conference of the Parties) ke-11
 Perubahan Iklim di Montreal, Kanada, tahun 2005 lalu. Pengusulnya adalah negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis di dunia. Antara lain Indonesia, Papua Nugini, Gabon, Columbia, Republik Kongo, Brazil, Kamerun, Republik Demokratik Kongo (dulu Zaire), Costa Rica, Mexico, dan Peru. Kesebelas negara ini memiliki 50 persen hutan tropis dunia.
 Pemerintah Indonesia telah menyatakan akan secara aktif menangani pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang akan merasakan dampak negatif langsung akibat kenaikan suhu permukaan bumi.
Pengurangan emisi melalui deforestasi dan degradasi hutan atau yang lebih dikenal dengan istilah REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), berpotensi mengurangi emisi GRK (gas rumah kaca) dengan biaya rendah dan waktu yang singkat serta pada saat yang sama akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan memungkinkan pembangunan berkelanjutan. Mekanisme REDD ini adalah sebuah mekanisme dalam upaya mitigasi lingkungan yang membahas tentang cara mengurangi emisi karbon melalui penghentian penebangan hutan di negara berkembang sehingga dapat digunakan sebagai area serapan karbon dalam rangka menghadapi isu pemanasan global.
 Dalam mekanisme ini ditawarkan insentif dari negara maju kepada negara berkembang yang mampu mengurangi laju penebangan hutan,
 dengan mengusung konsep menghargai individu, masyarakat, proyek, dan negara yang mampu mengurangi emisi GRK (gas rumah kaca) dengan cara melakukan berbagai kegiatan konservasi hutan untuk tujuan menyimpan karbon di hutan. 

REDD dianggap sebagai cara yang paling nyata dan efisien dari segi waktu dan biaya serta saling menguntungkan bagi negara yang bekerjasama dalam mengimplementasikannya karena pengurangan emisi GRK dapat cepat dicapai dengan melakukan reformasi kebijakan tanpa instrumen mitigasi lainnya. Oleh karena itu REDD dinilai penting dalam upaya mitigasi lingkungan dan mulai dimasukkan ke dalam agenda global UNFCCC
 (United Nation Framework Convention on Climate Change) pada COP (Conference of the Parties) ke-13 di Bali yang menghasilkan Bali Action Plan
 yang mendukung kebijakan mekanisme REDD tersebut. Setelah Bali Action Plan disetujui, setahun berikutnya kembali diadakan pertemuan di Poznań, Polandia yang menghasilkan konsensus umum bahwa kegiatan REDD sebaiknya diperluas, dengan menambahkan tiga areal strategis terhadap dua hal yang telah ditetapkan sebelumnya di Bali. Tiga areal strategis tersebut yaitu pengurangan emisi melalui peranan konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan. Kelima hal tersebut bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang. Perluasan mekanisme tersebut juga secara langsung telah mengubah nama tampilan REDD menjadi REDD-plus, karena telah dimasukkan beberapa konsep baru di dalamnya.

Dalam mendukung berjalannya mekanisme REDD-plus tersebut diperlukan dana yang cukup besar bagi negara berkembang untuk mengimplementasikannya, maka dari itu perlu keterlibatan negara maju dalam hal pendanaan proyek mitigasi lingkungan di negara berkembang. Kegiatan pendanaan tersebut juga akan memberikan keuntungan bagi negara maju dalam memenuhi kewajiban untuk menurunkan emisi GRK (gas rumah kaca) yang ditimbulkannya karena secara langsung kegiatan proyek tersebut berpotensi dalam peningkatan cadangan karbon hutan yang bermanfaat menurunkan emisi GRK (gas rumah kaca) secara global. Hal tersebut akan dinilai sebagai bentuk kontribusi yang diberikan negara maju dalam hal upaya mengatasi perubahan iklim yang terjadi. Jepang merupakan salah satu negara maju yang ikut berperan serta dalam mendukung mekanisme    REDD-plus, yang dibuktikan dengan sebuah kebijakan hijau di negaranya yang menjelaskan bahwa Jepang berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK (gas rumah kaca) dalam kadar rendah dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan menjanjikan bantuan keuangan untuk negara berkembang guna mengatasi dampak pemanasan global.

Kebijakan lingkungan tersebut yaitu “The Cool Earth Partnership”, yang diluncurkan pada forum ekonomi global pada bulan September 2009 dengan memberikan dukungan dana sebesar 10 Milyar USD sebagai mekanisme bantuan keuangan kepada negara berkembang untuk proyek adaptasi dan mitigasi lingkungan.
 Proyek tersebut juga diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang. Kebijakan tersebut mulai diimplementasikan Jepang melalui kerjasama ke berbagai negara, dan salah satu negara yang bekerjasama dengan Jepang adalah Indonesia. Bentuk kerjasama proyek mitigasi lingkungan yang dikenal dengan ‘Indonesia Japan Project for Development of REDD+ Implementation Mechanism’ merupakan kerjasama teknis antara Kementerian Kehutanan Indonesia dan JICA (Japan International Cooperation Agency) yaitu suatu program yang bertujuan untuk membangun atau mengembangkan mekanisme REDD-plus di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Secara resmi dokumen kerjasama atau RoD
 (Record of Discussion) IJ-REDD-plus Project telah ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2013 di Jakarta dengan durasi selama 3 Tahun (Juni 2013-Juni 2016).

Program REDD-plus di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah merupakan dukungan JICA terhadap upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia melalui skema bantuan pinjaman dan kerjasama teknis sesuai dengan kebijakan JICA yang menitikberatkan pada kegiatan mitigasi perubahan iklim. JICA memberikan bantuan kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui persetujuan pemerintah pusat, untuk memfokuskan program JICA di empat kawasan hutan yaitu Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kubu Raya, dan yang menjadi area pilot adalah Taman Nasional Gunung Palung.
Kalimantan Barat yang menjadi daerah aktivitas demonstrasi proyek IJ-REDD-plus yang dilakukan oleh JICA merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 146.807 km². Wilayah Kalimantan Barat 65 persen terdiri dari hutan dan termasuk hutan tropis yang memiliki tiga fungsi yaitu sebagai kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan produksi. Pada tahun 2000, kawasan hutan di Kalimantan Barat mencapai 9,178,760 ha sampai pada akhirnya menurun hingga 8,587,400 ha pada tahun 2009 hingga 2010. Penurunan luas kawasan hutan ini sebesar 591,360 ha atau dengan persentase 6,44 persen. Berkurangnya luas hutan di Kalimantan Barat diakibatkan karena adanya deforestasi sebesar 32,333 ha atau dengan persentase sebesar 0,38 persen.
 Hal inilah yang mendasari dipilihnya Kalimantan Barat sebagai daerah percontohan implementasi       REDD-plus yang dilakukan oleh JICA.

REDD-plus sesuai konsepnya dapat berkontribusi dalam penurunan laju deforestasi. Bila upaya tersebut berhasil, penurunan emisi karbon sebanyak 25% pada tahun 2020 dapat terlaksana, bukan hanya itu saja proyek ini juga dapat mendukung tujuan pembangunan ‘hijau’ dan diharapkan menjadi sebuah langkah maju dalam rangka mempersiapkan pembangunan Kalimantan Barat yang bermanfaat dan berkelanjutan baik ekonomi, sosial maupun ekologi.
Jepang memilih Indonesia sebagai salah satu mitra dalam kerjasama tersebut karena Jepang menilai Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki jumlah luasan hutan tropis yang cukup luas. Sekitar 86-93 juta ha tutupan hutan yang dimiliki Indonesia mempunyai potensi tinggi sebagai area penyimpanan cadangan karbon yang bermanfaat bagi penurunan emisi GRK (gas rumah kaca). Namun Indonesia juga tercatat sebagai negara penghasil emisi ketiga terbesar di dunia setelah China dan Amerika Serikat karena laju deforestasi dan degradasi hutan yang cukup tinggi serta kebakaran hutan yang sering terjadi akibat pembalakan liar, untuk itu Jepang berupaya mencari solusi bersama dalam menghadapi dampak pemanasan global yang terjadi. Kerjasama tersebut juga nantinya diharapkan dapat membantu Jepang dalam memenuhi target penurunan emisi GRK (gas rumah kaca) dari sektor industri dengan pembelian kredit karbon hutan di Indonesia, mengingat bahwa negara tersebut juga mempunyai kewajiban memenuhi target penurunan emisi sebesar 25% berdasarkan dari tahun 2020 sesuai perjanjian Protokol Kyoto
 sebelumnya.

Kerjasama yang dilaksanakan oleh Jepang memanfaatkan dana dan teknologi yang dimiliki melalui kerangka bantuan pembangunan resmi atau dikenal dengan Official Development Assistance (ODA). ODA Jepang dilaksanakan dengan tujuan memberikan sumbangsih dalam perdamaian dan pembangunan masyarakat dunia yang juga akan memberikan jaminan terhadap keamanan dan kesejahteraan Jepang sendiri. Dalam pelaksanaannya, ODA Jepang memiliki beragam bentuk kerjasama baik melalui institusi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing negara berkembang yang menerima bantuan. ODA terdiri dari dua bentuk kerangka kerjasama yaitu ODA Bilateral dan ODA Multilateral. ODA Bilateral yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam membina hubungan bilateral Jepang dengan negara berkembang melalui bantuan yang dirancang berdasarkan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Sedangkan, ODA Multilateral disalurkan melalui berbagai organisasi internasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dibutuhkan serta sebagai bentuk netralitas Jepang dalam lingkup internasional.
 Selanjutnya bantuan ODA ini disalurkan oleh suatu lembaga kerjasama yang disebut Japan International Cooperation Agency (JICA), sebagai badan pelaksana ODA Jepang.

Sejak tahun 1970, JICA telah melaksanakan berbagai kerjasama di sektor kehutanan melalui kerjasama dengan KEMENHUT-RI, kerjasama tersebut antara lain aforestasi di padang rumput alang-alang, pemuliaan tanaman hutan, konservasi hutan bakau pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan Taman Nasional, pencegahan kebakaran hutan, dan konservasi keanekaragaman hayati. Hal ini menegaskan bahwa JICA akan memperkuat kemitraan dengan KEMENHUT-RI dan Pemerintah Indonesia dalam rangka mitigasi perubahan iklim yang dimulai dengan program REDD-plus dengan menerapkan hasil yang didapat dari berbagai proyek yang telah berlalu.
 
Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan JICA dibidang kehutanan melalui proyek                 IJ REDD-plus sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca akibat dari tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia adalah bentuk tanggapan serta tanggungjawab Jepang akibat polusi yang ditimbulkan dari sektor industri di negaranya dan tindakan praktik bisnis Jepang di negara berkembang yang menyebabkan tingginya pasokan impor kayu lapis dari Indonesia untuk pemanfaatan industrialisasi di negaranya. Disini tentunya harus ada keseriusan dari pemerintah Indonesia untuk melaksanakan proyek tersebut sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kehutanan di Kalimantan Barat dan menjadikan program REDD-plus sebagai proyek nasional, serta harapan akan kemajuan yang berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berada didaerah tersebut.

Dengan demikian, penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “KONTRIBUSI JICA MELALUI PROGRAM REDD-plus DALAM UPAYA MENGATASI PENYEBAB PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA”. 
1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mempermudahkan penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor pendorong JICA dalam mengimplementasikan program REDD-plus di Kalimantan Barat?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan JICA dalam implementasi mekanisme REDD-plus?
3. Bagaimana efektivitas dari program REDD-plus dalam mengatasi penyebab perubahan iklim?
4. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program  REDD-plus di Kalimantan Barat?
1.2.1 Pembatasan Masalah
Saat ini suhu bumi telah mencapai sekitar 0,85 derajat Celsius. Juli 2015, tercatat sebagai waktu dimana suhu bumi paling panas dalam sejarah manusia. Jika suhu bumi melebihi batas 2 derajat celcius, maka perubahan iklim akan sulit dibendung dan menimbulkan bencana skala besar. Satu-satunya cara untuk memelihara suhu bumi di bawah 2 derajat celcius adalah dengan memangkas emisi karbon dioksida setidaknya 70 persen pada tahun 2050. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu berkomitmen untuk mengurangi bahkan menghentikan emisi karbon dioksida secepat mungkin.

Indonesia dan Jepang merupakan negara yang ikut mengalami dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim tersebut. Sebagai negara maju Jepang berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan memberikan bantuan kepada negara berkembang, khususnya Indonesia melalui mekanisme program REDD-plus yang dilakukan oleh JICA (Japan International Corporation Agency) di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Mengingat luasnya masalah penelitian yang dibahas dan untuk mempermudah analisa serta pembahasan, maka penulis membuat suatu pembatasan masalah dengan memfokuskan pada “Kontribusi JICA dalam upaya mengatasi penyebab perubahan iklim di Indonesia melalui implementasi program REDD-plus di Provinsi Kalimantan Barat periode 2013 - 2016”.
1.2.2 Perumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijadikan sebagai dasar analisa dalam pembahasan ini adalah:

“Sejauhmana implementasi program REDD-plus di Kalimantan Barat yang dilakukan oleh JICA dapat berjalan optimal dalam mengurangi konsentrasi gas rumah kaca yang menjadi penyebab perubahan iklim?”

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan kelak mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri tentunya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendorong JICA menjalin kerjasama dalam program REDD-plus di Kalimantan Barat;
2. untuk mengetahui upaya yang dilakukan JICA dalam implementasi mekanisme REDD-plus;
3. untuk mengetahui bagaimana efektifitas dari program REDD-plus dalam mengatasi penyebab perubahan iklim;
4. untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program REDD-plus di Kalimantan Barat.
1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana program S-I pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, serta untuk mendapat gelar “Sarjana Ilmu Politik (S.Ip)”

2. Dari segi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang, khususnya berkenaan dengan penelitian terkait.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian para mahasiswa, khususnya studi Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah internasional.

4. Sebagai bahan informasi dalam pengembangan teori dan praktek mengenai program REDD-plus dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teoritis
Untuk mempermudah proses penelitian ini diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Penulis menggunakan beberapa pendekatan teoritis serta pendapat para ahli yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.  Teori-teori dan konsep-konsep tersebut akan digunakan sebagai landasan kerangka teoritis yang dapat membantu mendasari atau mendukung penelitian ini untuk memperkuat analisa penulis agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Adapun teori-teori yang dimunculkan adalah teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan hubungan internasional.

Pengertian Theodore A. Coloumbus dan James H. Wolfe mengemukakan sebagai berikut: Teori adalah sekumpulan generasi empiris yang secara konsisten dan memiliki kemampuan yang bersifat deskriptif (menerangkan), prediktif (meramalkan), eksplanatori (menjelaskan).

Sedangkan yang dimaksud dengan konsep adalah suatu abstraksi atau generalisasi yang dapat membantu kita menata pengetahuan untuk tujuan penyelidikan yang bersifat teoritis. Beberapa konsep dasar dibidang politik, adalah keadilan, kekuasaan, kebebasan, kepentingan, persamaan, keamanan, konflik, perdamaian dan partispasi.

Pola-pola interaksi dalam hubungan internasional yang meliputi berbagai aspek kehidupan, umumnya diwarnai oleh tiga pola hubungan yaitu: kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan konflik (conflict) antar pelaku interaksi. Aktor dari interaksi ini menurut pendekatan realisme hanya negara (state), namun menurut pendekatan liberalis aktor tidak hanya negara tetapi ada aktor di luar negera (non-state) seperti organisasi dan perusahaan-perusahaan multinasional dan mereka terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif yang akan menghasilkan manfaat besar bagi setiap orang, baik yang bersifat domestik maupun internasional. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan maupun perbedaan kepentingan di antara para pelaku hubungan tersebut. Kenyataan ini mengarahkan kita untuk pertama-tama memahami apa itu Hubungan Internasional.

Definisi hubungan internasional menurut Suwardi Wiriatmadja yang dikutip dari Trygive Mathisen, yaitu:
Hubungan Internasional adalah bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari cabang ilmu politik, sejarah baru dari politik internasional, hubungan semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain, dan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.

Selain itu, definisi Hubungan Internasional diperkuat oleh K.J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda sebagai berikut:

“Istilah Hubungan Internasional mengacu kepada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak, hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses antar bangsa menyangkut segala hubungan itu”.

Studi Hubungan Internasional merupakan suatu studi yang bersifat interdisipliner, artinya bahwa HI memiliki hubungan dengan ilmu lainnya dalam usahanya mengkaji suatu masalah yang timbul walaupun perhatian utamanya tetap pada hubungan antar negara dan antar pemerintah (Inter state dan Inter Government).
Dengan demikian, pada hakikatnya bahwa Hubungan Internasional merupakan suatu bentuk interaksi perilaku baik antar negara maupun non-negara dalam berbagai karakteristiknya, yang pada akhirnya melahirkan kerjasama antar negara. Suatu negara tidak mungkin berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara ataupun aktor hubungan internasional lainnya di era globalisasi sekarang ini. Untuk itu dibutuhkan suatu kerjasama diantara bangsa-bangsa yang memiliki kepentingan tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerdjono Soekanto mengenai pengertian kerjasama dalam bukunya yang berjudul 
“Kerjasama merupakan suatu usaha antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.terjadinya kerjasama dilandasi oleh adanya kepentingan yang asama dimana landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan berbagai permasalahan secara bersama-sama melalui suatu mekanisme kerjasama. Dalam melakukan suatu kerjasama harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian tugas serta balas jasa yang akan dibawa”
 (Soekanto, 1990: 72).
Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang melalui JICA menandakan adanya hubungan bilateral yang baik antar kedua negara tersebut. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam buku yang berjudul Diplomasi Antara Teori dan Praktik karya Sukawarsini Djelantik, mendefinisikan bahwa:

Hubungan bilateral adalah hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer dan kesejahteraan hidup. Hubungan bilateral mengacu kepada hubungan politik, ekonomi maupun budaya yang melibatkan dua negara. Hingga saat ini, kebanyakan diplomasi internasional dilakukan secara bilateral.

Hubungan bilateral terjalin karena adanya kepentingan yang ingin dicapai masing-masing negara baik itu dalam bidang pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi maupun budaya. Pemberian bantuan Jepang melalui kerjasama teknik yang dilakukan JICA kepada pemerintah Indonesia merupakan salah satu dari bentuk implementasi hubungan bilateral antar kedua negara.
Sesuai dengan yang dinyatakan oleh D. Krisna bahwa “hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara kedua pihak”.
 

Dalam pernyataan ini, dijelaskan bahwa hubungan bilateral terjalin dikarenakan adanya motif-motif kepentingan. Kata timbal balik menekankan pada adanya aksi reaksi dalam hubungan bilateral. Dalam konteks negara, hubungan timbal balik diartikan sebagai win-win solution dimana kepentingan masing-masing negara terpenuhi.

Kepentingan nasional suatu negara berdasar dari tujuan nasional masing-masing negara tersebut dan tentu saja setiap negara memiliki tujuan nasional negaranya. Kepentingan nasional tersebut dapat dijadikan alasan suatu negara untuk mengambil kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional mempengaruhi setiap aktivitas dari suatu negara baik itu hubungan kekuasaan atau pengendalian melalui kerjasama ataupun juga paksaan. Oleh karena itu, kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.

Kepentingan nasional sangat penting bagi suatu negara karena hal ini merupakan kontrol suatu negara terhadap negara lain, bahkan kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional pada umumnya merupakan unsur-unsur yang vital dari kebutuhan negara seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Begitu pula halnya dengan yang dilakukan oleh Jepang dan juga Indonesia. Kerjasama di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, yang melintasi antar negara ataupun antar kawasan tentu saja karena adanya kepentingan nasional dari masing-masing negara. Motivasi kerjasama tersebut diharapkan akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi negara yang bersangkutan, khususnya Jepang dan Indonesia.

Dalam kaitan ini Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa “kemampuan minimun bangsa-bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik, dan identitas budaya mereka oleh gangguan dari negara-negara lain”.
 Jika pengertian tersebut diterjemahkan ke dalam arti yang lebih khusus, negara-negara harus bisa mempertahankan integritas wilayahnya (physical identity); mempertahankan identitas politik (political identity); mempertahankan rezim-rezim ekonomi-politiknya seperti misalnya demokratis kompetitif, komunisme, kapitalisme, sosialisme, otoriter, dan totaliter. Dalam perbandingan terhadap identitas kultural senantiasa berkaitan dengan etnis, agama, bahasa, norma-norma, dan sejarahnya. 
Selanjutnya, Morgenthau menyatakan bahwa “kepentingan nasional itu merupakan hasil kompromi dari kepentingan-kepentingan politik yang saling bersaing”.

Sama halnya dengan Jepang, begitu banyaknya persaingan yang dihadapi dalam mencapai tujuan nasional, sehingga pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga donor yang disebut dengan JICA (Japan Internasional Cooperation Agency). Meski tujuan dibentuknya lembaga tersebut untuk membantu negara-negara berkembang, namun pada hakikatnya di dalam lembaga tersebut terdapat berbagai macam kepentingan-kepentingan yang akan diimplementasikan dalam bentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkannya guna mencapai kepentingan-kepentingan nasional negara yang diwakilinya.

Di antara beberapa definisi yang diungkapkan oleh Hans J Morgenthau, salah satu definisi yang mendekati penulisan ini adalah: 

“Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar power (kekuasaan), yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan “pengendalian”, suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama terhadap negara lain.”

Organisasi internasional sebagai sebuah aktor dalam hubungan internasional dan dikatakan sebagai wadah kerjasama internasional. Disamping itu, organisasi internasional memiliki anggota-anggota yang memberikan kontribusi yang besar bagi tujuan-tujuan, kepentingan-kepentingan bersama serta kegiatan-kegiatan yang hendak dilaksanakan. Organisasi internasional beserta dinamika Hubungan Internasional yang terjalin di dalamnya, mengalami eksistensi yang cukup kuat dewasa ini. Sangat penting untuk kita mengetahui apa yang dimaksud dengan Organisasi Internasional. 

Dalam hal ini Teuku May Rudi menyatakan bahwa:

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor hubungan internasional yang terbentuk berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa negara (baik oleh agen pemerintah maupun non pemerintah) dengan tujuan tertentu. Organisasi internasional terbentuk karena adanya kebutuhan dari masyarakat internasional akan adanya wadah untuk melakukan kerjasama internasional.

Pembentukan, tujuan dan kelangsungan hidup organisasi-organisasi internasional bergantung pada negara. Organisasi internasional secara umum dibedakan atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut: 

1. Organisasi internasional antar pemerintah (intergovernmental organization) yang sering lazim disebut sebagai IGO. Anggotanya adalah pemerintah atau wakil instansi yang mewakili pemerintahan suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berdasarkan hukum publik.

2. Organisasi internasional non-pemerintah (nongovernmental organization) yang sering juga lazim disingkat dengan peristilahan NGO atau INGO (international nongovernmental organization). Kegiatan administrasinya biasanya diatur berlandaskan pada hukum perdata.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggolongkan JICA sebagai salah satu bentuk IGO (intergovernmental organization), karena merupakan suatu organisasi perwakilan dan menjadi perpanjangan tangan kepentingan nasional pemerintah Jepang dalam memberikan bantuan bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia berdasarkan hubungan bilateral yang dijalin, termasuk Indonesia.

Hubungan bilateral yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada saat itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa waktu itu. Sehingga untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu negara-negara tersebut melakukan berbagai kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral, melalui bantuan luar negeri.
Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrument kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain dapat berbentuk barang atau dana.

Seperti yang dikemukakan oleh Edward S. Mason bahwa “bantuan luar negeri merupakan instrumen kebijakan luar negeri dari suatu negara.”
 Hal ini berarti setiap bantuan luar negeri oleh negara donor perlu diwaspadai karena terdapat tujuan tertentu negara ini yang ingin dicapai pada negara penerima.

Tidak hanya itu, dalam perspektif Neo Marxis atau radikal melihat bantuan luar negeri sebagai alat imperialisme dan kontrol sosial yang ditujukan untuk menghancurkan kebebasan negara-negara berkembang. Selain itu, bantuan luar negeri dinilai memiliki arti strategis untuk mempengaruhi kebijakan nasional negara penerima bantuan.
Pemberian bantuan asing pada umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan politik jangka pendek melainkan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang, bantuan asing dimaksudkan untuk membantu menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan publik semata. Akan tetapi, pada umumnya negara donor mengatasnamakan motivasi moral, kemanusiaan dan perdamaian dunia dalam melaksanakan misinya.
Motivasi-motivasi lain negara donor dalam pemberian bantuan luar negeri selain pandangan neo-marxis di atas, terdapat pandangan lain, diantaranya
:

a. Motif kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi;

b. Motif politik, bertujuan untuk meningkatkan image negara donor;

c. Motif keamanan nasional, mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan memiliki sisi ekonomi;

d. Motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor.

Dalam interaksi internasional, bantuan luar negeri dapat berupa pemberian (grant), pinjaman luar negeri (loan) atau kerjasama teknik yang diberikan oleh negara-negara donor atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman luar negeri.

Bantuan luar negeri adalah segala sesuatu yang berurusan dengan pemindahan sumber-sumber kebendaan material dan jasa-jasa dari negara tertentu terhadap negara lainnya yang memerlukannya dalam suatu ikatan transaksi berbentuk pinjaman, pemberian, dan penanaman modal asing.

Terdapat dua syarat aliran modal dari luar negeri merupakan bantuan luar negeri, yaitu:
 

1) Aliran modal dari luar negeri tersebut bukan didorong untuk mencari keuntungan;

2) Aliran modal dari luar negeri atau dana tersebut diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan daripada yang berlaku dalam pasar internasional.

Oleh sebab itu, aliran modal dari luar negeri yang tergolong sebagai bantuan luar negeri dapat berupa pemberian (grant) dan pinjaman luar negeri (loan) yang diberikan oleh negara-negara donor atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman luar negeri, seperti Bank Dunia (World Bank, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund). 
Holsti membagi program bantuan luar negeri ke dalam empat jenis, yaitu:

1) Bantuan Militer; 

2) Bantuan Teknik; 

3) Grant dan program komoditi impor; 

4) Pinjaman pembangunan. 

Program bantuan luar negeri ini biasanya saling menguntungkan kedua pihak. Pihak penerima memperoleh pinjaman dana, perlengkapan, pengetahuan yang diharapkan mampu mengikuti dinamika ekonomi modern, stabilitas politik dan keamanan militer. Sedangkan pihak pemberi atau donor tanpa memperhitungkan jenis-jenis persyaratannya selalu mengharapkan keuntungan politik dan ekonomi baik langsung maupun jangka panjang, yang tidak bisa diperoleh sepenuhnya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan militer.

Bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Jepang memanfaatkan dana dan teknologi yang dimiliki melalui kerangka bantuan pembangunan resmi atau dikenal dengan Official Development Assistance (ODA). ODA Jepang dilaksanakan dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan pembangunan masyarakat dunia yang juga akan memberikan jaminan terhadap keamanan dan kesejahteraan Jepang sendiri. Dalam pelaksanaannya, bantuan yang diberikan ODA Jepang berupa bentuk teknis dan pinjaman atau hibah.

Studi Hubungan Internasional yang semula berkisar pada tataran isu politik dan keamanan yang bersifat bipolar dan state centric, kini justru telah bergeser ke dalam isu-isu alternatif seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, gender, lingkungan hidup dan isu-isu lainnya.

Lingkungan merupakan salah satu isu hubungan internasional yang kini mendapatkan posisi banyak dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini disebabkan dampak yang diberikan oleh isu ini sangat mengancam kelangsungan hidup bumi dan isinya. Sehingga diperlukan adanya tindakan tepat dalam menangani masalah lingkungan ini.

Masalah lingkungan tidak akan terlepas dari masalah pemanasan global yang mencangkup terhadap masalah kelestarian hutan, perubahan iklim, serta fenomena alam yang berkaitan erat dengan meningkatnya gas rumah kaca akibat dari deforestasi dan degradasi hutan serta perdagangan kayu illegal, yang dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Untuk dapat menerangkan mengenai konsep perubahan iklim, penulis akan memakai konsep yang dipaparkan oleh Charles Kegley dan Eugene Wittkopf.

Perubahan iklim yang terjadi saat ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Kenaikan suhu secara bertahap telah terjadi khususnya sejak abad ke-18, ketika telah ditemukannya mesin uap. Mesin uap yang menggunakan batu bara ini meningkatkan gas-gas ciptaan manusia yang dapat mengganggu efek isolasi atmosfir.

Pernyataan lain mengenai isu lingkungan juga dikemukakan oleh Kate O’Neil, beliau berpendapat bahwa 

Isu lingkungan berpotensi untuk berdampak dan memberikan pengaruh terhadap keamanan pangan (food security), keamanan, ekonomi, dan kesehatan. Kelangkaan sumber daya pun berpotensi menimbulkan konflik yang dapat mengganggu tatanan sosial dan politik masyarakat dan negara.

Dapat disimpulkan bahwa Perubahan iklim adalah perubahan kondisi cuaca yang terjadi secara signifikan seperti perubahan suhu udara yang semakin lama semakin panas, curah hujan yang tidak menentu, serta intensitas terjadinya badai yang semakin sering dalam kurun waktu tertentu, umumnya antara puluhan hingga ratusan tahun. Perubahan iklim merupakan sebuah bencana besar dan malapetaka bagi umat manusia, hal ini dikarenakan dampak perubahan iklim bagi kehidupan manusia sangat merugikan.

Pengurangan emisi melalui deforestasi dan degradasi hutan atau yang lebih dikenal dengan istilah REDD yang kemudian menjadi salah satu poin pembahasan yang terus diperbincangkan dalam forum negosiasi UNFCCC setelah Bali Action Plan diadopsi sebagai hasil COP XIII di Bali tahun 2007. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 30 tahun 2009, REDD adalah

“Semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.” 

Selanjutnya, dalam perkembangan forum negosiasi UNFCCC, penamaan REDD terus mengalami perkembangan. Pada awalnya REDD, hanya menyangkut pencegahan deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang, namun akhirnya dalam COP XIII di Bali diperkuat di COP XIV di Poznan, penamaan REDD ditambah dengan akhiran symbol “+” (baca: plus). Definisi REDD-plus ini menurut Bali Action Plan atau keputusan COP 13 no.1 tahun 2007
 adalah “kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), peran konservasi, pengelolaan hutan secara lestari, dan peningkatan stok karbon hutan.”

Secara historis, upaya mitigasi ini merupakan tanggung jawab negara industri maju yang sejak revolusi industri telah menyumbangkan peningkatan emisi di atmosfer. Dalam pelaksanaan REDD-plus ini negara maju memberikan kompensasi atau bantuan insentif dana bagi negara berkembang (dalam hal ini negara pemilik hutan tropis) yang mampu menjaga hutannya.

Jika ditinjau dari konsep REDD-plus ini, ide dasarnya
 adalah negara-negara utara membayar negara-negara selatan untuk mengurangi penggundulan hutan dalam wilayah negara mereka. Salah satunya dengan memberikan bantuan keuangan dengan kepentingan tersebut. Dukungan ini hanya akan didapatkan jika ada kejelasan tidak saja dalam mekanisme pendanaan namun juga dalam langkah-langkah pelaksanaannya. Pada tahun 2013 Indonesia melalui Kementerian Kehutanan dan Jepang melalui JICA melakukan kerjasama di bidang kehutanan dengan memberikan dukungan upaya  mitigasi perubahan iklim di Indonesia melalui skema bantuan pinjaman dan kerjasama teknis yang bertujuan untuk membangun/mengembangkan mekanisme implementasi REDD-plus di Provinsi Kalimantan Barat.
Kontribusi JICA melalui program REDD-plus mengindikasikan bahwa pemerintah Jepang memandang Indonesia sebagai negara penting baik secara politik maupun ekonomi jika dilihat dari kerjasama pada berbagai bidang yang telah terjalin hingga saat ini.
Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama (Wikipedia. 2011. Kontribusi. Diakses dari http://id.wikipedia.org). Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Dari rumusan pengertian kontribusi yang dikemukakan di atas maka dapat diartikan bahwa kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian memposisikan dirinya terhadap peran dalam keluarga sehingga memberikan dampak yang kemudian dinilai dari aspek sosial dan aspek ekonomi.
Kalimantan Barat memiliki tutupan hutan sekitar 42% dari luas wilayahnya. Tipe vegetasi pada tutupan hutan meliputi: (1) hutan lahan kering primer, (2) hutan lahan kering sekunder, (3) hutan rawa primer, (4) hutan rawa sekunder, (5) hutan mangrove primer, dan (6) hutan mangrove sekunder dengan total luas sekitar 6,25 juta ha. Pada periode 2003-2006, rata-rata deforestasi tahunan sebesar 42,4 ribu ha dan rata-rata degradasi sebesar 94,5 ha/tahun. Penyebab utama deforestasi dan degradasi sama yaitu kebakaran hutan, peneban​gan liar dan konversi lahan hutan. Khusus degradasi, penyebabnya ditambahkan dengan aktivitas pembu​kaan lahan perkebunan sawit.
Undang‑Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) mendefinisikan ‘hutan’ sebagai ‘suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan’ (Pasal 1). Undang‑Undang ini lebih lanjut mendefinisikan ‘kawasan hutan’ sebagai ‘wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap’. Undang‑Undang Kehutanan pada dasarnya lebih mengatur tentang ‘kawasan hutan’ dibandingkan dengan ‘hutan’. Perlu diketahui bahwa dalam kenyataannya, Kementerian Kehutanan menghitung kawasan hutan berdasarkan luas wilayah administrasi atau luas yang ditetapkan sebagai ‘kawasan hutan’, terlepas apakah kawasan tersebut benar‑benar memiliki pepohonan atau tidak; dengan demikian, sebagian ‘kawasan hutan’ mungkin tidak memiliki hutan.

Berdasarkan UU Kehutanan Indonesia, kawasan hutan dibagi menurut fungsinya: (1) hutan produksi—hutan dengan fungsi pokok memproduksi hasil hutan; (2) hutan lindung—hutan dengan fungsi pokok melindungi sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah; dan (3) hutan konservasi—hutan dengan ciri khas dengan fungsi pokok melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Asumsi-asumsi

1) Dukungan Jepang terhadap penanganan perubahan iklim di Indonesia melalui program REDD-plus di Kalimantan Barat guna mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan serta mengatasi masalah-masalah kerusakan hutan yang merupakan penyebab perubahan iklim.

2) Pengembangan pembangunan program REDD-plus di Kalimantan Barat dimaksudkan nantinya akan menjadi proyek nasional.

3) Keterlibatan masyarakat sekitar daerah yang terpilih sebagai percontohan REDD-plus dalam implementasi REDD-plus mengenai target pengurangan emisi gas rumah kaca merupakan salah satu kunci keberhasilan program pelestarian kawasan hutan.
1.4.2 Hipotesis
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sementara bahwa “Apabila implementasi program REDD-plus di Kalimantan yang dilakukan oleh JICA berjalan optimal, maka diharapkan dapat mengurangi konsentrasi gas rumah kaca yang menjadi penyebab perubahan iklim”.

1.4.3 Operasionalisasi Variabel Dan Indikator
Untuk lebih memperjelas sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian dan hipotesis, maka operasionalisasi variabel dituangkan ke dalam table dibawah ini:
Tabel 1

	Variabel dalam Hipotesis
	Indikator (Empirik)
	Verifikasi (Analisis)

	Variabel Bebas:

implementasi Program REDD-plus di Kalimantan yang dilakukan oleh JICA berjalan optimal,
	1. Adanya kerjasama Indonesia-Jepang melalui proyek IJ-REDD-plus di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

2. Skema pelaksanaan IJ-REDD-plus Project di Provinsi  Kalbar dan  Kalteng yang menunjukkan bahwa aktivitas program REDD-plus telah berjalan

	1. Data (fakta dan angka) Secara resmi dokumen kerjasama atau RoD (Record of Discussion) IJ-REDD-plus Project telah ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2013 di Jakarta, dengan durasi selama 3 Tahun (Juni 2013-Juni 2016). 
sumber:  http://ekowisata.org/kerjasama-indonesia-jepang-ij-redd-project-%E2%80%9Csuatu-upaya-membangun-mekanisme-implementasi-redd%E2%80%9D/ diakses tanggal 22 November 2015
2. Data (fakta dan angka)  Selama kurun waktu 1 tahun, telah banyak aktivitas yang dilakukan oleh proyek IJ-REDD+ dengan melakukan studi dasar mengenai implementasi REDD+ yang dilakukan oleh konsultan dari JICA. 

sumber:  http://ekowisata.org/ij-redd/ diakses tanggal 20 November 2015



	Variabel Terikat:

Maka  diharapkan dapat mengurangi konsentrasi gas rumah kaca yang menjadi penyebab perubahan iklim
	1. Adanya aksi mitigasi perubahan iklim

2. Penghitungan penurunan emisi karbon dari sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat
	1. Data (fakta dan angka)

JICA mengadakan suatu lokakarya mengenai komitmen jepang dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim di Indonesia.

Sumber: http://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/pdf/press101119.pdf
2. Data (fakta dan angka)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan 
sumber:    http://www.gcftaskforce.org/documents/Kalbar%20-%20GCF%20Draft%20Booklet.pdf diakses tanggal 17 Desember 2015


1.4.4 Skema Kerangka Teoritis

Skema Alur Kontribusi JICA (Japan International Corporation Agency) melalui Proyek IJ-REDD-plus di Kalimantan Barat
Tabel 2







1.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Tingkat Analisis
Sebagai sebuah disiplin ilmu, Ilmu hubungan internasional dituntut untuk mampu mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena internasional yang terjadi. Untuk mampu melakukan hal-hal tersebut, ilmuan HI dituntut untuk mampu memberikan analisa yang tajam dan tepat, dimana salah satu kunci keberhasilannya adalah ketepatan menentukan tingkat analisa (level of analysis) yang digunakan dalam memahami fenomena sosial yang terjadi. Ada beberapa alasan mengapa penentuan tingkat analisa penting dalam mempelajari fenomena Hubungan Internasional. Pertama, satu peristiwa dapat saja memiliki lebih dari satu faktor penyebab. Kedua, membantu memilah-milah faktor yang akan menjadi penekanan utama di dalam menganalisa masalah. Karena tidak semua tingkat analisa penting atau memiliki pengaruh signifikan di dalam sebuah peristiwa. Ketiga, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan metodologis yang disebut sebagai: 1) Fallacy of composition yaitu kesalahan berasumsi bahwa generalisasi tentang perilaku sebagian bisa juga dipakai untuk menjelaskan keseluruhan, dan 2) Ecological fallacy yaitu kesalahan akibat memakai generalisasi yang ditarik pada tingkat keseluruhan untuk menjelaskan tingkat sebagian.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan sejalan dengan penentuan tingkat analisa yaitu penentuan unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa adalah obyek yang perilakunya aka dianalisa atau disebut juga dengan variabel dependen. Sementara unit eksplanasinya adalah obyek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan atau disebut sebagai variabel independen. Dengan demikian, dalam melakukan penganalisaan masalah, unit analisa dan unit eksplanasi saling terkait.

Terdapat tiga model hubungan antara unit analisa dan unit eksplanasi yaitu, model korelasionis, model induksionis, dan model reduksionis. Disebut model korelasionis jika tingkat unit eksplanasinya dan unit analisanya sama. Model induksionis jika tingkat unit eksplanasinya lebih tinggi dari tingkat unit analisanya. Sedangkan yang terakhir yaitu model reduksionis jika tingkat unit eksplanasi lebih rendah dari tingkat unit analisa.
 Lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut ini: 

Tabel 3
Unit Eksplanasi dan Unit Analisa

	Unit Eksplanasi
	
	Unit Analisa

	
	
	Individu & Kelompok
	Negara - Bangsa
	Sistem Regional & Global

	
	Individu & Kelompok
	Korelasionis
	Reduksionis
	Reduksionis

	
	Negara - Bangsa
	Induksionis
	Korelasionis
	Reduksionis

	
	Sistem Regional dan Global
	Induksionis
	Induksionis
	Korelasionis


Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa Reduksionis, yang mana unik eksplanasinya lebih rendah daripada unit analisanya dan disini yang menjadi unit eksplanasinya adalah individu & kelompok sedangkan unit analisanya negara-bangsa. Berdasarkan judul yang diambil oleh penulis, apakah kontribusi JICA (Japan International Corporation Agency) melalui program REDD-plus di Kalimantan Barat dapat menanggulangi dampak dari perubahan iklim? 

1.5.2 Metode Penelitian
Metode penelitian adalah prosedur atau cara dalam mengumpulkan analisa data agar kesimpulan yang ditarik melalui persyaratan berfikir deduktif yang hakekatnya merupakan persiapan sebelum pengujian dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar masalah yang diteliti bisa lebih terperinci lagi sehingga baik penulis maupun pembaca dapat memahami apa maksud dan tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan berdasarkan fakta aktual dalam menjelaskan bagaimana implementasi program REDD-plus yang dilaksanakan oleh JICA di Kalimatan dapat mengurangi penyebab dari perubahan iklim.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (library research) guna membantu dalam proses penelitian. Library Research yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen, surat kabar, makalah, internet dan artikel yang berkaitan dengan masalah tersebut.

1.6 Lokasi Dan Lama Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mencari sumber-sumber data yang dibutuhkan, penulis melakukan penelitian di berbagai tempat yang terkait dengan masalah.  Adapun tempat-tempat yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan data dalam penelitian, yakni:

a. Kantor JICA di Indonesia

Jl. Asia Afrika No. 8, Sentral Senayan II, Jakarta Pusat 10270

b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Jl. Gatot Subroto Gd. Manggala Wanabakti Blok 7, Jakarta Pusat

c. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung

Jl. Lengkong Besar no. 68, Bandung
1.6.2 Lama Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima bulan, terhitung dari bulan November 2015 hingga Maret 2016. Adapun rincian serta tahapan penelitian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4

[image: image1.emf]April

2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1

1 Tahap Persiapan

a. Konsultasi Judul

b. Pengajuan Judul

c. Bimbingan Proposal

d. Seminar Proposal

e. Perbaikan Proposal

2 Penelitian

3 Pengolahan Data

4 Analisis Data

5 Kegiatan Akhir

a. Pelaporan

b. Persiapan Draft

c. Draft

d. Sidang Akhir

No November Desember Maret Januari Februari Kegiatan

2015-2016


1.7 Sistematika Penulisan
Di dalam penulisan penelitian ini dalam pembahasannya akan terbagi menjadi empat bab, untuk lebih mempermudah dalam pemahaman akan pemikiran penulis.

BAB I
Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah topik yang penulis teliti, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lama penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

Pada bab ini akan lebih berfokus untuk memberi gambaran tentang Japan International Cooperation Agency sebagai Organisasi Internasional, kegiatan-kegiatan yang dilakukannya di Indonesia, penjelasan mengenai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penjelasan mengenai kemunculan REDD yang berubah menjadi REDD-plus, mekanisme   REDD-plus, serta dampak REDD-plus terhadap perubahan iklim. 
BAB III 

Lebih menjelaskan mengenai Perubahan kondisi iklim di Indonesia, dan kondisi hutan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sebelum program REDD-plus diterapkan.  
BAB IV

Analisis selanjutnya dari implementasi Proyek IJ-REDD-plus di Kalimantan dalam menganggulangi dampak perubahan iklim, faktor JICA melakukan kerjasama, pelaksanaan program REDD-plus serta efektivitas dan hambatan dalam implementasi program tersebut.
BAB V 

Merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil pengkajian isu yang diteliti.
Kementerian Kehutanan RI





JICA (Japan International Cooperation Agency)





The Cool Earth Partnership





Kerjasama IJ REDD-plus di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah





Pelaksanaan program REDD-plus diharapkan dapat mengurangi konsentrasi gas rumah kaca yang menjadi penyebab dari perubahan iklim di Kalimantan








� COP (Conference of Parties) atau Konferensi Para Pihak. Istilah ini dipakai untuk pertemuan rutin konvensi PBB seperti UNFCCC (Konvensi Perubahan Iklim / United Nation Framework Convention on Climate Change). Lembaga ini merupakan ‘supreme body’ dan otoritas tertinggi dalam pembuatan keputusan. COP bertanggung jawab untuk mengkaji ulang implementasi konvensi dan instrumen legal lainnya terkait dengan konvensi, selain itu juga COP harus membuat keputusan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi konvensi.
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� Ibid., hlm. 2-3.


� UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) atau Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim adalah kesepakatan perubahan iklim yang dicapai pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992 dan mulai diberlakukan pada 21 Maret 1994. UNFCCC merupakan perjanjian internasional yang tidak mengikat ini bertujuan untuk mengurangi gas rumah kaca di atmosfir, dimana negara-negara maju memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mencapai tujuan tersebut.
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Donor-donor Bilateral untuk Program REDD di Indonesia, HuMA, Jakarta, 2011, hlm.74-82.
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� Bambang Soepijanto, Statistik Kehutanan Indonesia tahun 2011, 2012, hlm 11-23.


� Protokol Kyoto (Kyoto Protocol) adalah sebuah perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri dunia, yang harus dicapai pada tahun 2012.


� A. Angelsen, A.dan S. Atmadja, Melangkah maju dengan REDD: isu, pilihan dan implikasi. CIFOR, Bogor, Indonesia, 2010, hlm. 15.


� Japan’s Official Development Assistance White Paper 2010, hal. 20.  


� Penandatanganan Joint Statement antara JICA dan KEMENHUT-RI


mengenai Kerjasama Bilateral untuk Perubahan Iklim di Sektor Kehutanan dalam � HYPERLINK "http://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/pdf/press120321.pdf" \t "_blank" �http://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/pdf/press120321.pdf� diakses tanggal 22 November 2015


� Theodore A. Coloumbus dan James H. Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional (Terjemahan Mercedes Marbun) (Bandung, 2011), hlm. 30.


� Ibid., hlm. 3.


� Suwardi Wiriatmadja, 1967, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Surabaya: Pustaka Tinta Mas


� K.J Holsti, 1987, Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis, Bandung: Bina Cipta, hlm 26-27.


� Soerdjono Soekanto, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm.72
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� Jack C.Plano dan Roy Olton, 1999, Kamus Hubungan Internasional, Abardin: Bandung, hlm.17.  


� P. Antonious Sitepu, 2011, Studi Hubungan Internasional, Graha Ilmu: Medan, hlm.165. 


� Ibid, hlm.166.  


� Mochtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, LP3ES: Jakarta, hlm.164.  


� T. May Rudi, Administrasi dan Organisasi Internasional, Bandung: Refika Aditama, 1998, hlm. 2.


� Teuku May Rudy, 2009, Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional, Bandung: Angkasa, hal. 5


� About JICA Organization dalam  http://www.jica.go.jp/english/about/organization/index.html diakses tanggal 10 November 2015


�Edward S. Mason, 1964, Foreign Aid Policy, New York: Harper & Row Publishers, hlm. 8 


�Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, September 2006, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 84
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